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- DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN LUWU TIMUR

J1. Soekarno — Hatta No. Telp. 0474 — 321371, Fax (0474) 321371
MALILI - Kode pos 92081

Website: www.dih.luwutimurkab.go.id email: bapedalda lutim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.4 /131 /DLH/V/2021
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN (KA)
RENCANA KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
(NIKEL LATERIT) DI DESA HARAPAN DAN DESA PONGKERU
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN OLEH PT. KAHALA MINERA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

fenimbang - a Bahwa Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam
{Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan
Malili. Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh
PT. Kahala Minera, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL ):

b. Bahwa Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Kegiatan/Usaha
Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan
Desa Pongkeru Kecamatan Malili. Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera. sebaga salah
satu bagian dari Studi AMDAL. wajib mendapat persetujuan
berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah
Kabupaten Luwu Tunur;

¢ Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Luwu Timur tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan (KA)
Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel
Latcnt)deesaHm:pandemPongkememMﬂm
Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan oleh

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
wmﬁnnservasi@w«‘ “':'umwm siste |
o ; 990 No







Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 989), '

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
08 Tahun 2013 tentang Tata l.aksana Penilaian dan Pemeniksaan
Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan 1zin Lingkungan

I7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 596);

I8. Peraturan Menter Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubiik
Indonesia  Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 930):

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia  Nomor: P.38/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2019  tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yvang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101 1).

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembenan
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 220):

21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia  Nomor  P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 92);

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Retiga atas
Peraturan Menter1 Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1343);

23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031:

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2014
tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7.
Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Provinsi Sulawesi Selatan (7/2014);

P 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2014 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kab
Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (8/2014);
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraar Penandatanganan
Periziman dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa

Pintu.
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MEMUTUSKA N

KEPUTUSAN  KEPALA DINAS LINGKUNG
KABUPATEN LUWU TIMUR 'rl~:r~-'1'ANc;'pp',':‘!‘w Hipy,
DOKUMEN  KERANGKA ACUAN (ka: SETyyy
KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN Mmpmsw"‘m
(NIKEL LATERIT) DI DESA HARAPAN pyn OUAY
PONGKERU KECAMATAN MALILI KABUPATEN (VESA
TIMUR  PROVINSI SULAWESI  SELATAN W
PT. KAHALA MINERA OLy

Keputusan ini mengandung arti ruang lingkup arahan Studi g
Dampak  Lingkungan Hidup (/\NDA[%), pRmca":;,St;‘::lA‘;mm‘
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantayan l,ing‘:Olﬂm
Hidup (RPL) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kc,l;:ga.n
Acuan (KA) terlampir; ta

Dokumen KA mi wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanag
Studi  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantayg,
Lingkungan Hidup (RPL);

Langkah langkah kegiatan pembangunan fisik Rencang
Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Latent) di Desa
Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwy
[mur Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera tidak
dibenarkan untuk dilaksanakan sampai diterbitkannya Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan berdasarkan hasi
Kajian Anahisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (RPL);

Keputusan ini merupakan bagian dari dokumen KA Rencand
Kegiatan/Usaha Pertambangan Mineral Logam (Nikel Laterit) di Dest
Harapan dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupald
Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Kahala Minera:

Dokumen KA Rencana Kegiatan/Usaha Pertambangan Pmﬂ
Logam (Nikel Laterit) di Desa Harapan dan Desa ‘500
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi W?M
oleh PT. Kahala Minera yang tembaikm % dan RKL
udak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun A :

RPL dalam jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejok ditebik=™
persetujuan KA

s 0 :
%t‘;‘l‘—%f";' Rk






| \ama Perusahaan
k. Alamat Kantor/Korespondensi

- 65, AIR HITAM, SAMARINDA ULU, Kel Awr

Hj P .
Ham, Keg. Samarinda Ulu, Kotz Samarinda, Prov. Kalimantan

] Timur

I:J: ’:;F; b 02.435,36940-722,000

. Nomor Fax sl

B i - kahala minera@gmail.com

Kode dan Nama KBLI : 07295 - PERTAMBAN
* Status Penanaman Modal © PMDN GAN BUTH NIKEL

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegatan berusaha dan berlaku selama
menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2 NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda
Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin
komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Diterbitkan tanggal - 9 September 2020
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B st
Nomor : 3 NUR SULAWESI SELATAN

: N.02/PTSP/2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

. Surat Permohonan dari Direkt
ur PT. KAHALA M1 - 015/SWJALGL/2020
tanggal 21 Okiober gl NERA, Nomor : 015

5 S DEfIhai Penha{ = ik Sahalﬂ,
Direksi dan Komisaris: ersetujuan Perubahan Kepemilikan

: Brieang + 8. bahwa berdasarkan hasi evaluasi, permohonan yang disampaikan oleh PT. KAHALA

MINERA Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah memenuhi persyaratan

administratif, teknis, lingkungan dan finansial;

Surat Keputusan Meneteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0037677 AH.01.02 Tahun

2020 Tanggal 08 Mei 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas PT. Kahala Minera

¢ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan o, periu
menetapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan ftentang Izn Usaha
Pertambangan Eksplorasi MINERAL LOGAM kepada PT. KAHALA MINERA;

engingat - 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6525);
2 ang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
' Nogara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5587,
. : Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
i, i 10 Nomor 28, Tambahan Lembaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 k
Negara Republik lndpnes:a Nomor 5110); . ; "
eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 mm’ Kegiatan Usah
e Negara Republik Indonesia Tahun
ertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Ne:
4 Nomor mmmmlmmsnn
i ﬁah' Tm terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun
pemhﬂhlﬂ‘ xwmpmmpmuhmzswmzmo
nagaps Pertambangan Mineral dan Batubara

Usaha
tentang Pelaksanaan W| indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran

lomor | dan Pasca Tambang
WWW 2010 tentang Reklamasi
6. Poraturan Pemerintan mme 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran

> PTSP 10.13 2n2p



Nomor : 3 4
. 02
Halaman : 2 (4 stpQu%

221); :

_ 1ahun 2014 9’3;; sumber Daya Mmera: Nomor 7 Tahyp 5 4
i =

En::rs‘\.'ilay’fﬁ‘h' PRGN, en ERApROR, e Kegiatan Gsl:“g

Tata Cg:] gP!‘I Mineral dandBitUt:‘i: ber Daya Mineral Nomor 3673 K3y, Ny

rtam 4 ida ¢ :
0 :::putusaﬂ e Eg‘? 'r/gPenetapan Wilayah Pertambla;\‘lgan i Sulaweg;: My
1 anggal 13 Okwberzsnergi dan Sumber Daya Minera Pomor 1796 Kr3gny
11.Keputusan .ter(|)18 tentang Pedoman Pelak:na_maar:daingo?%nan, Ev
tanggal 19 April 2 i Bidang Pertambangan inera atubara;
penerbitan et gulawesi  Selatan Nomor 26 Jahuh 2019

e dsintiet n Pelayanan perizinan pan Non Perizinan Terpadu Sa, Sy Padi
Penyel‘i?:r?g::rah provinsi Sulawes! Selatan.
pemeri

2
aIUasL 01&

i . /DESDM/2014 tanggal 17

: ur Nomor : 540/05 99 Seple

1 Keputusan Bupati Luwu Timlzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepaga Su:“lt;zr
[

Memperhatikan : 2011 tentang Persetujuan

Wahau Jaya;
2. Surat Keputusan
Desember 2020

i Selatan Nomor : 5/1.03K/PTSP/2020 tangg, o

ulawes #
Gubernur S Perubahan Kepemilikan Saham, Direy; dan

perihal Persetujuan

Komisaris.
MEMUTUSKAN
LATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA izjy
. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SE
oo USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORAS! MINERAL LOGAM DARI PT. SUMBER
WAHAU JAYA KEPADA PT. KAHALA MINERA;
PERTAMA - Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MINERAL LOGAM kepada:
Nama Perusahaan : PT. KAHALA MINERA
Alamat : JI. Juanda No. 65 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan
Timur
No. Telpon/HP -
NPWP Perusahaan ;
Direktur : Erik Setiwan
Kewarganegaraan : Indonesia
Komisaris : Akie Setiawan
Kewarganegaraan : Indanesia
Pemegang Saham
1. Erik Setiawan Rp. 124.000.000 -
2. Akie Setiwan Rp. 1 .000.000,- ,
Komoditas - Mi
Pada Lokasi & Luas Wilayah Boomiolis o
Lokasi Penambangan
Desa/Kelurahan i
Kecamatan : Harapan dan Pongkero
Provinsi - Luwu Timur
Kode wilayah  SULAWES| SELATAN
Luas 12473
Dengan Peta dan Daf. - 900 Ha (sembila
e % 5 ratus hektar) | dan
ot WMWWWWW
KEDUA = ¥

B

SIMAP PTSP 10-12-2020



















imur M
Mineral di Kabupaten Luwu i AKASSAR

T. Kahala Mineral Nomor : 006/KMiLGL

_ ?
e SULAWESI SELATAN [
V1 NAN -
PEMERINT Al: NP: 8 KE ';4?1?8% 182 E-mail dishut@upg. megy gy *
D Fax ( L
4638 126 |
aps7isl- ST SSAR 90 |
; No. 14 Telp. (¢ MA K/ '
Jin. Bajiminasa kassar p \ ;
Yth. Gubemur Sulawes; g, . ?
Cq. ;(Ae%allaDDina;, Pen ;nama 1
ear? Odal Dan pg|, h
Nomor 562,)&1‘;5’/‘3‘/’1 . Terpadu Saty Piﬁsan {
Sifat Ty Berkas ; P Lokas! Prov. Sulse| | §
. - 1 (satu) knis WIU , l
Lampiran imbangan Te Kahala Di- i
Porial - ..t PaIMEINC FAh. PT. Ka |
Komoditas Ni \‘

4. Kondisi topografi pada areal yang di

S. Kon

6.

Memenuhi Surat Direktur P intaan Rekomendasi, bersama inj dengan hOrmax

' rmi
ber 202 perihal Pern :
tanggal 30 Desem i berikut :
i sampaikan hal-hal sebagai ' dan  Kehuta
kami san:pallr(‘an ha&z:teri Lingkungan  Hidup Nan
1. Peratura

Pedoman Pinjam Pakai Kawasap Hmo.
P'szen'hkiseuenmu(mﬁ%lnf:11?2'1.;%?;.“ ?entang Perubahan Pedoman Pin!‘am Pa::i |
i P‘ﬁﬂiﬁ""‘éﬁﬁéfu ayat (2) bahwa penggiua” permohonan tzin i, |
Kawasan ' b o i lembaga OSS;
T
2. Berdas;r z?a:n secara administrasi terletak di Desa Lanskap, P
mr,'gpa,:fn}(ecamatan Malili, Kabupaten Luwi Timur seluas 8.88,I27 Ha;
3. Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
: Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan

Nikel‘ argg|
ngkery dan

Hutan
Menjagi

: ke
362/Setjen/Pla.0/5/2019), menunjukkan areal yang dimohon seluas 88827 Hy

berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 8s4 04 Ha, ﬁu
Kawasan Hutan Lindung seluas 3,55 Ha pada Kelompok Hutan Malili dan 068Ha ™
berada pada Areal Penggunaan Lain (APL); aP
mohon seluas 888,27Ha m
% seluas 326,56 Ha, 8 - 15

=40 % seluas 249,63 %:
disi penutupan lahan pada ar

| ealyang dimohon selyas 888,27 Ha adalah Hutan
Lahan Kering Sekunder:

Berdasarkan
WIUP Lokagi K

kawasan hytap yaitu Hak pep, elolaa
n
146,69 Ha (SK 8969IMENLHp?.pS Hutan Desa LPHD

. : u
Sipameloj Seluas 13 49 (SK.BQSﬁyPKPSIPSLM212018) o

Rekomendas; MENLHKPSKLIPKPSIPSL.01121201B) sert
376,78 i St Gubernyr IUPHHK ataq Nama PT. Angkasa Jaya Mulia seluas

Datar dengan kelas lereng 0 - 8

emiliki topografi
-25% seluas 121,19 Ha dan 25

% seluas 190,89 Ha. 15

Harapan Sowite seluas

siden Nomor 5 Tahun 2019 § 2019, |

» tanggal 7 Agustu {

a Sura Kepuh;usaia:]: etnyg -~ 188N Tala Kelola Alam Primer dan Lahan
ggr?;;g;"‘i“f‘fMENLHK-P Psgﬁmgm"’" Hidup dan Kehutanan ;m










